PERATURAKN DABRAMN KABUPATIEN DATRAH TINGKAT IT @
- MUSI BANYUASIH

woror ¢ 1€ .muw 1998
PTENTD AN G

- PAJAK PENZRANGAN JALAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATT KEPALA DAEIAE TINGKAT II MUSTI BANYUASIN

Henimbang } a. bahwa dengen ditetapkannya Undang - Undang Fomor 18 Talun 1997
tentang Pajak Daerzh dan Retribusi Dasrah, Peraturan Daerah -
tentang Pajak Penerangan jalen perlu disesuaikan ;

b« bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimsksud  hu
ruf a perlu mengatur kembali Pajak Penerangsn Jalan yang dite
tapkan dengan Peraturan Daerahe.

Mengingat ¢ 1. Undang - Undang Fomer 28 Tahmn 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat 11 dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Tahun 1959 Nomor 73 Tambshan Lembaran Negara Nomor 1913).

2+ Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok — Pokok Peme-
rintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tamba
hen Lembaran lNegara Nomox 3037) ;

3o Undang -~ Undang Nomor 17 Takun 1937 tentang badan Penyelesaian
T a Sengiketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tembahan
Lembaran Fegara Nomor 3684) ;

4+ Undang -~ Undang Yfomor 18 Tabun 1997 tentang Pajak Daerah  dan
Retribusi Daerah (Lemberan Negara Tahun 1997 Homor 41 Tambzhan
Lembaran Negara Nomor 3685) ;

S5e Undang - Undang Fomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak -
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tamba
han Lembaran Negara Nomor 3686) ;

6+ Peraturan Pemerintzh Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Fegara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahen Lembaran Negara
Nomor 3621) ;

Te' Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Talun 1993 tentang Ben
tulc Peraturan Daerah dan Peraturan Dasrah Perubahanj;

8+ Keputusan Menteri Dalam Negeri Fomor 170 Talmn 1997 tentang Pe
doman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah;

9. Eeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Ta
ta Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerahs

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kebupaten Daerah Tingkat II Musi
Banyuasin. : '

HEKEUTUSKATN

Henetapkan ! PARATURAN DAERAT KABUPATEN DAZRAH TINGICAT IT MUSI BANYUASIN TEI-
TANG PAJAK PENERANGAIT JALAN .

BAB I
KITERTUAY UUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daersh ini yang dimaksud dengan
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Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Bonyuasin.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Ting
kat IT Musi Banyuasin.

Kepala Daerah sdalah Bupati Kepale Daerah Tingkat II Musi
Banyuasin.

Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah -

Tingkat IT Musi Banyuasin.

Perusghaen Listrik Fegara yang selanjutnys disingkat PLY
adalah Perusghasn Umum Listrik Negaras (Persero) ;

Pajak Penerangen Jalan yang selanjutnya disebut Pajak ada
lah pungutan daereh atas penggunaan tenaga listrik ;

Surat Pemberitaluan Pajak Daerah yang selanjutnya dising
kat GPTPD adalah surat yang digunaken oleh Wajib Pajak
untuk melaporkan perhitungsn dan pembayaran Pajak yang
terutang menurut Peraturan Perundang — Undangan perpajak-
an daerah;

Badan adalah suatu bentuk baden usaha yang meliputi  per
seroan terbatas, perseroan komgnditer, perserosn lainnya
badan usaha milik Negara atau Dasrah dengan nama dan da
lam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, -
kongsi -~ kongsi, yayasan atan organisasi yeng sejenis lem
baga dana pensiun, bentuk usgha tetap serta bentuk badan
usaha laimyae

Purat Setoran Pajek Daerah yang selanjutnys disingkat SS
PD edalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk. me
lakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang -
Keo.Kega Dasrah atan ke tempat lain yang ditetapkan oleh Ke
pala Dasrah '

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat —
SKPD adalah surat Keputusen yang menentukan besamya jum
lah pajak yang terutang ;

Surat Ketetapan Pajalk Daerab kurang bayar yang selanjut -
nya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentu
kan besarnyas jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit Pa
jaky jumlah kekurangan pembayeran pokok pajalk, besarnya —
sanksi afministrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;

Surat Ketetapen Pajak Daerah kurang bayar tambaban yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surast Keputusan yang
menentukan tapbahan atas jumlsh pajak yang ditetapkan ;

Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih bayar, selanjutnya di
singkat SKFDLB adalah surat Keputusan yang menentukan jum
lah kelebihan pembayaran pajak karena jumlsh kredit Pajak
lebih besar dari Pajak yang terutang atau tidakseharusnya
terutang 5. '

Surat Ketetapan Pajak Daereh Fihil, selanjutnya disingcat
SKPDN, adalsh Surat Keputusan yang menentukan jumlah Pa
Jak yang terubtang sama besarmya dengean kredit pajak, atau

Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;

Surat Tagihan Pajak Daerah yang solanjutnya disingkat ST
PD adalgh surat untuk melakuken tagihan pajek atan saksi
administrasi berupa bunga dan atu denda ;

By II
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Pasal =2

(1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut. pajak atas setiap

pengguna tenaga listrik.

(2) Objek Pajak adalah setiap penggunaan tenaga listrik .

(3) Tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tena

ga listrik bolak balik yang berasal dari PLN maupun buian PLN

Pasal 3

Dikecualilkan dari objek pajak adalah ;

de

be

Ce

de

Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pe
merintah Daerah ; :

Penggunaan tenaga listrik pada tempat ~ tempat yang digunakan ~
oleh kedutaan konsulat, perwakilan asing dan lembaga - lembaga
International dengan azaz timbal balik sebagaimana berlaxu un
tuk pajal negara.

Penggunaan tenaga listrik yang bergsal dari bukan PLN dengan ka
pasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansitehnis
terkait.

Penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat -
ib adzhe

Pasal 4

(1)s Subyek Pajak adalah orang pribadi atumu badan vais mengunakan-

tenaga listrik.

(). Wajid Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi  Pe

langgan listril: dan atau pengguna tenapa listrik.

B4aB  III
DASAR PENGGINAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal. 5

(1). Dasar pengenaan Pajak adalah nilai jual tenaga IListrik.

)e IHlal Jual tenaga listrik sebagaimana di maksud pada ayat (1)

ditetapkan ;

ae Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dan bukan dengan
pembayaran, Nilai Jual tenaga listrik adalal besarnya tagl
han biaya penggunaan listril / rekening listrike

be Dalam hal tenaga listrik berasal dari bucan PLH dengan ti
dak dipungut bayaran, Mlail Jual Listrik dihitung berdasar
kan kapasitas tersedia dan penggunaan listrik serta harga
satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah.

(3)+ Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

b ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan berpedoman harga -
satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah.

Pasal 6

Tarip....--
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Tarif pajalk ditetaplan sebagail beritut ;

ae Penggunaan Tenaga Lisirik yang berasal dari FLN, bul:an untuw:
- industri sebesar 7 5 (tujuh persen).

b, Penggunaan tenaga listrik yang berasal dardi PLH untw: indus
tri scbesar 5 % (lima persen).

¢. Pengpunaan fenaga Listri); yang berasal dari buian FLIY bulan

untulc industri sebesar 3 :5 (tiga persen).
d. Pengrmunaan Tenaga Listrilk yang berasal dari bul:an PLE untuli-.
industri sebesar 2 7% (dua persen).
BAR v
WILAYAH PEMUHGUTAN DAN CARA PRERHLI TUNGAN PAJAL
Pasal 7
(1). Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerzh.

(2), Besarnya' pajak terutang dihitung dengan cara mengalitan +a
rif sebagaimana dimaiksud dalam pasal 6 dehgan dasar pengena
an sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

BAB 0V

MASA PAJAYX, SAAT PAJA; TERIUTANG, DAN
SURAT PEMBERT TAHUAN PAJAX DAERAH

Pagal 8
Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 9
Pajak terutang dalam masa pajak terjadi sejak diterbitkannya SKPD.
Pagal 10

(1) Setiap wajib pajak yang menggunakan tenaga ligtrik bulan PIN
wajid mengisi SPTFD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) barus diisi dengan
Jelas, benar dan lengkap.

(3) Untuk pelanggan listrik PLN, Daftar Rekening Listrik yang di-
tetapkan oleh PIN merupakan SPTPD.

(4) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1), harus disampaikan kepada
Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah
berakhirnya masa pajak.

(5) Bentuk, isi dan Tata cara pengisian SPTPD ditetapkan Kepala
Daexrah.

BAB VI
TATA CARA PERIIT TUHNGAE DAX PEIETAPAN PAJAL
Papal 11

(l) Bel*dasarl-:ml a o % e



(2)

(4)

(5)

~

erdasarion JPiPD sciagainana dimal-sud dolam pasal 11 grat (1) res
da ini, ;epala Dacrah rienctapian paja: terutans dengan meneriuiilan
HEPDa ' ’

apabila perunguitan pajal: welerja sana dehean PLII, relening Iigtrin:
diporsamali:an dengan Db,

Apabila 3:TD sebasaimans dima sud vada ayat (1) tido: aton uran:
dibayar setelah Lewat paling Lama 50 {tiga puluh) hart sejal O

diterina, dikenakan saniei admdmisbras’ verupa bunsza scbosar 2 ) (
¥ i o ‘ \
dua persen) schulan dan dltagih dengan menerii ti-an w'iPD,

Pagal 12

dajib Pajak yans nembavar sendiri JUPD sebagainana dimglisud  dalom
pasal 11 ayat (1) Perda ini diruna:an untw: mengzidtung, menner
hitung:an dan menctan:an pajali sendiri yans terubs 1103

L L A ‘J (=]

Dalam jang:a wariun 5 {(1ima) taun sesudah saab terutansnya pajay -
fepala Daeral dapat menerbiti:an ;

e OIPOID.
be GZPDIDD,
Ca 0FPDIT,

SKPDKB BeLazainana dina:sud pada avat (2) hurur a diteruitiran ;

a. dpabila berdasari:an hasil PCRICILsaan atau ceteransan lain Pa
Ja': yang terutans tida: atu wurans divayar, di-cnal-an San:oi,
administrasi berupa bunca sehesar O » {dua nersen) sobulan dins
tung dari pajai: yans surang atau terlanbat diboyar untu): Jongia
walitu poling lama 24 (dua wduh enpat) bulan dilitwyg scjarx  sa
at terutangnya pajaice '

D, Apabila 3PIPD tidar: disampailkan dalam janglia vantu yan: ditentu
kan dan telah ditegur sccara tertulis, dilenalian san:sl adminis
trasi berupa bunga sebesar 2 ;> (dua persen) sebulan dihd tung-
dari pajai: yang kurang atauw terlaombat dibayar unturn: Jangka wal:
tu paling loma 24 (dua puluh enpat) sebulan dibitung dard paja:
Jang kurang atau terlambat dibayar untur; Jangka waktu paling la
ma 24 (dua Puluh empat) tulan dihitung sejai: saat terutangnya -~
pajak .

Ces dpabila kowajiban mengzisi SPTPD tidea: dipenubi, paja: Yang teru
tang dihitung sceara Jabatan dan dijenaian Sanksi administrasi-
berupa konaian sebesar 2 /5 (dua persen) sebulan dilitung  dari
pajal: yang uwrang atau terlambat dibayar untu: Jang:a wal:tu na
ling lama 24 (dua puiuh empat) bulan dihitung seja: saat  teru
tangnya pajake

SKPDIB sebagaimana dimaisud pada ayat (2) huruf b diterbitian apa-
bila ditemu:an data baru atu data yoang semula belun terung:ap yang
menyebablkan penambahan Jumlah vajal: yang terutang akan dil-enal-an —
Sanksi administrasi berupa kenai-an sebesar 100 % (seratus persen)
dari jumlah kelurangan pajai: tersebut,

SKPIN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mguf ¢ diterbitkan apa-
bila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit
Pajak.

(6) Apabila evveuonnn...



(D

(1)

(3)

(1)
(2)

(3)

(1)

()

';emp: bunga 2 % (dua persen) sebulan.

enambahan jumlsh pajak yang terutang sebagaimana dimaksud ayat (4)
t:?.da.k: dikenakan pada wajib pajak apabila melaporkan sendiri sebelum
dilakukan tindalan pemeriksaan.

s VIZ
Tl CARA PLHBAYARAMH
Pagal 13
Pembayaran pajak dileluhon di kas Daeral atau tempat Loin Yang ditun

Juk oleh Kepala Daersh sesual dengatr yane dj;tex1't.u:-.;m1 dal am SPITD
SKPD, SKPDKB, SHPDKBT, dan S9PD.

Apablla pembayaron pajal: dilaiut:an di tempat Lain yang dtunjulk ha
51l penerimaan pajals harus disctor he Kas Daerah selombat - Lambat -
nya 1 Z 24 jam atau dolam walktu yang ditentulan oleh Kepala  Daeran

Pembayaran pajak scbasaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di
lakukan dengan mengunakan 3SPD.

Pasal 14
Pembayaran Pajak harus dila kukan sekalipus atau lunase.

Kepala Daerah dapat memberilan persetujuan kepada ajib Pajal wntuy
mengangsur pajale terutang dalam urun waktu tertentu, seteclah meme
nuhi persyaratan yang ditentul:ane

Angsuran nembayaran pajalk sebagalmana dimaksud pada ayat (2), harus—
dilakukan secara teratur dan berturut - turut dengan dikenalan bunga
sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajal: yans belum  atau
Iurang divayare

Kepala Daerah dapat memberilan persetujuan kepada Jajib Pajak untui:
menunda pembayaran pajalk sampei batas wakitu yang ditentulan setolah
memenuhi persyaratan yang ditentulan dengan dikenakan bunga 2 45 (dua
persen) sebulan dari junilah pajak yang belum atau larang dibayor.

Persyaratan untulk dapat mengangsur dan menunda rembayaran serta tata
cara pembayaran angsuran dan pemundaan sebagaimana dimaksud pada -
ayat (2) dan ayat (4) ditetaplen oleh Kepala Daerah.

Pagal 15

Setiap pembayaran pajak sebageimana dimaksud dalam pasal 15 diberi -
kan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

Bentul, Jenis isl uluran tanda bukti pembayaran dan buku penerimasn
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapl:an oleh Kepala Dac-
rah.

Ak orrr) YA ‘VT"T-‘-"" Tess s I LA
TATA CARA PIBUASTIT .'LJa’lh

Pa.sé.l 16

(l)iﬁurat.......
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A L it . X . 1 : : . .
(1) Surst leruran atan surat periasatal avod surat loin roangc seje-

nis scbagal avol tindel:an pelalsanacn penacihon pajalk ditcluor
kan 7 (tujuh) hari seja’:s saat ,,"Lu:l LeMpo Derbayarai.

L
atau surat Peringatan atau sweat lain yang scjendis, Wajin
Pajak harus melunasi pajal: yong terulang.

() Dalam jancha Tla“w. 7 (tujuh) hari sctelah tangol Jurat feiur-

(3) urat tequran, surat peringoton otaw sural Yain yang sejenis -

gebasainana dinmaloud nada oyat (1) &b cluartan cleh ieoala dac
Tralle

_Pas_al 17

(1) foabila juwlah vpaja I: yang masili hoaras dihayar tidel: dilunasi-
Galam Jangia waita .;coaqa_.n‘nu ditentulan dolan surat  Lesuran
atau surat peringatan ctou surab laln yang scjenis, jwildah  sa
Jak yangz haorus diboyor ditegih dengzan surab nal:co.

—
S
—

Pejabal meneriitlan surat iaiisa segera sctelal lewat 21 {dua -
puduh .-,_qtu. ; narl sejoi: tangsol ocurab teguiren abow eringatan -
atau surat laln yang sejenis,.

_ Pagsal 18

npau:.la pajal: yans harus dibgyor tidel: dilunasi dalan jonga walin

2 X 24 jam sesudah tanggol pemberitalman Lurab Palisa, iepala Dae
rah segera menerbitlian surat perintah Helalssanalan Pergritaan.

Pasal 19

setelah dila:ukan penyltaan dan Jajib Pajalk beluwa juge niclunasi -
utang pajalnya sctelah lewat 10 (sepuluh) hard sejal: tenssal Pelal-

sanaan Penyltaan, Kepola Daeran mengajulian perndiniaan senetapon -
tanggal pelelangan lepada rantor Lelang llezarc.

Pagal 20

etelal lantor Lelaong Hegara menetap.on hari, tonssel, Jjan dan ten
pat pelai:sanaan lelang, juru sita memceritahulkan dengan sczera  ce

‘cara tertulis kepada ./2jib Fadal.

Pasal 21

fentu:;, Jenis dan isi forrudir yang ddperganalman untw pelalisanaan
penagihan pajak dacrah ditetapian oleh lepala Jacralis

R, .
iasd l;;

Ty 1r1 RRa ol At WA NPTTAUNT AT CYATT 1), TR YA e ww s T g

DEEUA: WALy Ll FLIGALLAT DAL Pod oA SAln L;-;.J.L_-,

Pasgl 22

(1) Lepala Dacrah berdasarian permohonan .ajiv Pajal: darat mesierd
Lan penguironsan leringoanan dan peniccbasan pajol: verdasarlkan -~
dan pemuebasan vajake

~—
M3
~-

fata cara pelnberi'm pensuranzon, Ceringanan dan penbebascn  na
Jak sebagalmana dimaksud pada orat {1) ditetapl-an oleh  iencla
Dacrali,

ey s
L S T L L L T T T S TS S
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(2)

(3)

(4)

(1)

(2)
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Pagal 23

Yepola Dacralr karena Jobabonnys ocbaw atas nernolonan Jajilb Pajal:
dapat ;

Qe menbetud an SiPD aten SEPOID atauw SEPDiSY ataw SUD vans da
lam peneruitannya terdarat lesalohan wlis, lesplahan  hitung
dan atau kekeliruan dolas penerapan peraturan Ferundang - -

Undangon perpajakan dacrali.

be membatallian atou nengurangian keictapan pajo:
nal“.

vary: tidal: Le-

o

€. Mengurangion atau menghapus saiksi adainisirasi berupa bunso -
denda den ienailian pajal: terutang dolam hal son':sl tersebub di
kenakan ikarena kchilafan '.‘Ia,jib Pajak atau buleon arena  keocla
hannya.

Permchonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ictetapan dan peng
hapusaon atau penguransan sanksi administrasi atas SKPD, SiPDIB, -
SHPDIBT dan 3TPD sebagaimana dimaksud vada ayat (1) harus disam -
palkan secara tertulis oleh iajib Pajak kepada jepala Dacrah  se
lambat-lambatnya 30 (tige puluhi) hari sejak tanggel diterima SIPD
SiPDEB, SKPDKBT atau SIPD dengan memberil:an alasan yahg jelase

Kepala Daerah dalam jangke waktu paling lama 3 (tiga) bulan scjal:
diterimanya surat permohonan scbagaimana dimal:sud pada ayat (2) -
perda ini, sudah harus memberilan keputusan. '

Apabila setelah lewat 3 (tiza) bulan sebagaimana dimaksud pada -
ayat (1) Kepala Daerah tidal: memberilian keputusan, permohonan nem
betulan pembatalan, pengurangan ketctapan dan Penghapusan atan -
pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabullan.

TG DA DANDING
Pasal 24

¥
.

lajiv Pajak dapat mengajul:an Leberatan hanya Hepala Dacrain atau -
Pejobal yang ditunjul: atas sesuatu

a. o1 PD,

. SKPDHD.
ce SIPDEDT.
de SIDOLD.
Co SKPDH,

Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di
sampaikan secara tertulis dalam babasa Indonesia paling lama 3~
(tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SK-
PDN diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat

memm.iulm Socevenvsnns
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merun jukkan bahwa jangka walctu itu tidak dapat dipermhi kar
keadaan diluar kekuagaannya. ? ? -

(3) Kepala Daerah dalam jangka waitu paling Lama 12 (dua bolas) bulan
sejak tangzal surat permohonan leberatan sebagaimana dimaksud na
da ayat (2) diterima, sudah meiberiion keputusan.

(h) Apabila sctelah Lewat walktu 12 (dua belas) bulan sebageimana  di
maisud pada ayat {3) repala Daerah tidal: memberi'-an leputusan ner-
molionan lkeberatan dianggap diiabullan.

(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimansud pada ayat (1) pasal ini-
tidak menunda #ewajiban membayar Pajaice

Pagal 25

(1) Wajib Pajak dapat mengajukean banding hanya kebvada Badan Penycles -
salan Sengketa Pajak dalom jangka waktu 3 {tipa) bulan setelah di
terimannya keputusan l:eberatan.

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini &3
dak menunda kewajiban membayar pajak dan penagihan sesual dengan -
etentuan yang berlanu,

Pasal 26

Apablla pengajuan :eberatan sevagsimana dimalksud dalam pasal 25 atau —
banding sebagalmana dimaisud dalaim pessl 26 dikabuli-an sebagisn  atou
seluruhnya kelebihan pembayaran pajal: dilembalilian dengan ditambal:  in
balan bunga scbesar 2 5 (dua persen) gebulan untu: waling lama 2, fdua
puluh empat) oulan.
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Pagal 27

(1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan rengembalian kelebihan pem
baysran pajak kepada Kepala Daerah secara tertulis dan memyebutkan
sekurang-kurangnya :
ae Namas dan Alamat wajib pajak;
be Masa pajak;

C. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
de Alasan yang jelas.

(2) Kepala Daerah dalam jangks waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
ge jak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pa
- Jak sebagaimana dimaksud padas ayat (1) harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangis waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini
dilampani Kepala Daerah tidak memberikan keputusan permohonan pe-
ngembalian kelebihan pembayaran pajak diangeap dikabulkan dan
SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)
'bu.la.n.

(4) Apabila wajid pajak mempunyai ubang pajak lainnya kelebihan pem-—
bayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini lang-
sung diperhitungkan untuk melunasgi terlebih dahulu utang pajak
tergebut,.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilalkulan dalam walctu pa
ling lama 2 (dua) bulan gejak diterbitkannmya SKPDLB dengan mensT
bitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

(6) Ap&bila. LR R N RN NN RN ]
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Pagal 29
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Pasal 31

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 Peraturan Daerah ini
tidak dituntut selelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) talun se-

Jak saat terutangnya pajak atsu berakhirnya masa pajak.
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as menerima, mencaral dan mensumpuljon mencliti jeterangan atau
laporan veri-enaan dengan tindal: nidana di bideang pernajalan
Daersh agar keterangan ntau laporan terscbut menjadi  lebih
lengkap dan jelas ;

Do meneliti, mencari dan mengumpullon keterangzan mengenal oran:
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilau ~
kan schuoungan dengan tindal pldana nerpajal:an dacrah.

c., meminta leterangan dan bohan butl dari orang pribadi atau -
badan schubungan dengan tindelk pldena di bidans nerpajalan -
daerait. :

d. mermeriksa buiu - buk, catatoan - catatan dan do umen -  dohu
men lain berienaan dengan tindak nidana di bidang perpajai-an
daerah.

e. melalukan penggeledahan uniul: mendapatlzan bahan bukti  penbu
kuan pencatatan,; dan dolumen - dokumen lain, serita melakul:an
penyitaan terhadep Lahan ag-ti tersebut.

fo menminta bantuan tenaga ahli dalam rangiia pelalsenaan tugas -
penyidiken tindalk pidona di bidang perpajsakan daerah.

Be menyuruh berhenti, melarang sescorang meninggalkan ruangan -
atau tempat pada saal pemeriksaan sedang berlangsung dan me
meriksa indentitas orang dan atau doiumen yang dibawa s
bagainana dimaksud pada huruf e ;

h. memotret sescorang yang berjaitan dengan tindal: pidana perpa
Jakan daerah

i. memanggil orang uniuk didengar keterangannya dan diperiisa -~
sebagal tersengla atau saksl ;

Je menghentikan penyidikan ;

ke melaukaon tindakan lain yang perlu untul kelancaran penyidik
an tindak pidana di bidanp perpajakan daerah menurui hu'um
yang dapat dipertanggung javablan.

(3) Penyidik scbagaimana dimlicsud pada ayat (1) memberitahulkan dimi-
lainya penyidiken dan menyampallan hasil penyidikan lkepada Pe
nuntut Umum, sesual dengan ketentuan yang diatur dalam Undang -
Undang Ho 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanae.

BAB XV
H TR TUAN PENUIUP

Pasal 33

Pelaksanaan Peraturan Daerah inil diteiapkan oleh Xepala Daerah.

Pasal 34
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabu-~
paten Daerah Tingkat II Husi Banyuasin Nomor 9 Tahun 1994 tentang -
Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Daersh Tingicat II

Musi Banyuasin Nomor 12 Tahun 1996 tanggal 26 Februari 1996 dinyata
takan tidak berlaku lagi.
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Pasal 35

Peraturan Dacrah ini mulai berlalku pada tanggal diundangkan.
Apar supaya setiap oraong dapat mengetahuinya, memerintahlkan-—

Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Denem*)atannya da
lam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingiat II ius Jamgpu =
asin,

Sltetepran & 1 S ek ay u

Pada lansnol 1 5 hiaret 1990
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